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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4306/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tigaraksa  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim

telah menjatuhkan putusan  dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon,  umur  50  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Propinsi

Banten, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur  47  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di kabupaten Tangerang Provinsi

Banten, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan ; 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon dengan  surat  permohonannya

tertanggal  28  Agustus  2020 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Tigaraksa  pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  nomor

4306/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon

sebagai berikut:

   Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah  pasangan

suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal

17  Desember  1995   di  hadapan  Pejabat  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama  Kecamatan  Blora  1   Kabupaten  Blora  Provinsi  Jawa  Tengah

sebagaimana  terbukti  dalam  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

0466/026/XII/1995 tertanggal17 Desember 1995  ;  

  Bahwa,  Pernikahan  Pemohon dan  Termohon  dilaksanakan  secara

Islam  atas  dasar  saling  suka  sama  suka  dengan  kesepakatan  untuk

membina  keluarga  yang  Sakinah,  Mawaddah  wa  Rahmah;   yakni

membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi

dengan  saling  memberikan  rasa  Sakinah, nyaman  dan  betah,  saling

mencurahkan  Mawaddah,  rasa  cinta,  kasih  sayang,  penghargaan  dan

penghormatan,  serta  senantiasa  mengharap  Rahmah Allah  SWT

sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an suratAr-Rum: 21;  

  Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

terakhir tinggal bersama dikediaman bersama di bukit tiara BLK.A.5/07 RT

027/RW 005 Desa Pasir Jaya Kecamatan  Cikupa  Kabupaten

Tangerang Provinsi Banten;  

  Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup layaknya

suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama:    

Naufal Aufa  Afaf, laki-laki, lahir di Blora, 23 September 1996;  

    

  Bahwa, kurang lebih sekitar satu tahun pada tahun  2019, keadaan

rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  mulai  terjadi  ketidakharmonisan

sehingga  mengakibatkan   perselisihan  dan  percekcokan  yang  terus-

menerus, disebabkan:    Ketika masih tinggal bersama Termohon kurang

menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, ketika duduk bareng

termohon  selalu  asyik  dengan  Gadget(Handphone),dan  ketika  di  tegur

termohon marah;  

  Ketika  masih  tinggal  bersama  Termohon  kurang  peduli  terhadap

pemohon untuk  memberikan  perhatian  serta  melayani  kebutuhan  rumah

tangga selayaknya seorang istri dan ibu untuk anakya;  

  Termohon  memiliki  sifat  egois  yang  berlebihan  serta  tidak  patuh

terhadap nasihat termohon ;  
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  Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama pada  bulan 

Mei 2020 hingga saat ini terhitung sudah tiga bulan ;  

  Komunikasi  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  baik,

sehingga   ketika pemohon mengajak komunikasi  kepada termohon  yang

ada malah terjadi perselisihan dan percekcokan walau hal sepele;  

  Termohon tanpa seizin pemohon meninggalkan kediaman bersama

(Nusyuz) pada Bulan Mei 2020 ;  

  Termohon terakhir  mendatangi  kediaman keluarga Termohon pada

bulan  Juni  untuk  mengajak  pulang  kerumah  kediaman  bersama  akan

tetapi  ditolak, dan termohon bersikeras meminta untuk diceraikan;  

    

  Bahwa,  mengingat  ternyata  Termohon  hingga  saat  ini  tidak  juga

mampu menjadi isteri yang bertanggung jawab, serta tidak pula memenuhi

tuntutan syariat untuk asyir bilma'ruf, yakni mendudukkan Pemohon pada

tempat  yang  sepatutnya  selaku  suami,  sehingga  membuat  Pemohon

menjadi  sangat  kecewa,serta  menderita  lahir  maupun  batin,  padahal

Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah

guna membangun rumah tangga yang nyaman dan penuh cinta kasih;  

  Bahwa, selain yang tersebut di poin 5 dan 6 ikatan emosional antara

Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pun telah sangat buruk dan

puncaknya terjadi  kurang lebih pada bulan Januari  2020,  dimana antara

Pemohon dengan Termohon masih serumah namun sudah pisah ranjang

dan hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan

seperti layaknya suami isteri lagi;  

  Bahwa, upaya penyelesaian masalah Pemohon dengan Termohon ini

sudah tidak bisa melibatkan kedua  belah pihak keluarga, karena Termohon

sudah berupaya memohon bantuan kepada keluarga besar Termohon akan

tetapi  mereka tidak peduli  dan tidak mau tahu,sehingga pupuslah sudah

harapan dan rasa cinta Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah

tangga yang sudah  dibangun dari  nol;  
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  Bahwa,  Pemohon  telah  mencoba  untuk  memperbaiki  hubungan

rumah tangga Pemohon dengan Termohon,  namun hingga  kini  keadaan

rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak Nampak kearah perbaikan

bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul  antara  Pemohon dengan

Termohon justru  semakin  parah dan menjadi-jadi  dan sangat  sulit  untuk

didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Pemohon ini

dikabulkan  agar  Pemohon  dengan  Termohon  terhindar  dari  dosa  dan

kezaliman untuk tidak saling menyakiti;  

  Bahwa,  keadaan-keadaan  tersebut  di  atas  di  samping  telah

memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon juga

telah  membuat  Pemohon  sudah  kehilangan  kepercayaan  terhadap

Termohon  dan  bahkan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak

saling perduli,  hal mana membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon  semakin  memburuk  sehingga  sulit  untuk  dipertahankan  lagi,

padahal  Pemohon â€“sekali  lagi-  telah  memberikan kesempatan kepada

Termohon  untuk  berubah  dan  membangun  rumah  tangga  sakinah,

mawaddah, warohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan

oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  

  Bahwa,  dengan  kondisi  rumah  tangga  yang  demikian  jelas  telah

mengindikasikan  adanya  keretakan  dan  pecahnya  rumah  tangga  antara

Pemohon  dan  Termohon  yang  semata-mata  disebabkan  oleh  kesalahan

Termohon,  kesalahan  mana  terhadapnya  tidak  pernah  ada  upaya  untuk

diperbaiki  oleh  Termohon  sendiri  sehingga  dan  oleh  karenanya  demi

kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hokum

apabila  KetuaPengadilan  Agama  Tigaraksa  melalui  Majelis  Hakim

pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Talak ini

untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;  

  Bahwa,  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini;  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Pemohon mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

   Mengabulkan permohonan Pemohon ( Pemohon);  

  Memebrikan ijin untuk Menjatuhkan Talak Raj'i pemohon ( Pemohon)

  terhadap Termohon  ( Termohon)  dan memberikan izin kepada Pemohon

 (  Pemohon) untuk  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap  Termohon

( Termohon)   di Pengadilan Agama Tigaraksa;  

  Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;  

 SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon

telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak

pernah  datang  ke  persidangan,  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain

menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan patut,  sedangkan ketidak hadirannya tidak  ternyata  beralasan

sah menurut hukum;

Bahwa  Majelis  Hakim  di  persidangan  telah  berusaha  menasehati

Pemohon  agar  bersabar  dan  kembali  rukun  dengan  Termohon  sebagai

suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur

mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan

karena  Termohon  tidak  pernah  datang  menghadap  di  persidangan,

sehingga  pada  sidang  tanggal  15  September  2020 gugatan  Pemohon

dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa : 

...
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu  Pemohon di persidangan telah pula mengajukan

alat bukti Saksi, yaitu : 

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Buruh,  bertempat  tinggal  di  Kp.  Sukamantri  Rt.  002  Rw.  009  Desa

Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi adalah ... Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang

menikah pada 17 Desember 1995, dan ...;

 Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

rukun akan tetapi sejak Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan

Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;

 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;

 Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi

pada Januari 2020, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah

rumah;

 Bahwa saksi  sudah menasehati  Pemohon agar  kembali  rukun

dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak

berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bugel Rt. 003 RW. 002 Desa Kadu

Agung Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi adalah ... Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  isteri  yang

menikah pada 17 Desember 1995, dan ...;

 Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

rukun akan tetapi sejak Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan

Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;

 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
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 Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi

pada Januari 2020, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah

rumah;

 Bahwa saksi  sudah menasehati  Pemohon agar  kembali  rukun

dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi  tidak

berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara

lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan; 

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk

dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai

hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN  HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh

orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya,  sedangkan  ketidak  hadirannya

tidak  ternyata  beralasan  sah  menurut  hukum.  Oleh  karenanya  Majelis

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah

dianggap  cukup,  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  tanpa  kehadiran

Termohon  selanjutnya  Termohon  harus  dinyatakan  tidak  hadir,  dan

berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Pemohon dikabulkan dengan

tanpa hadirnya  Termohon (verstek);

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  merukunkan

Pemohon dengan cara menasehati  Pemohon, akan tetapi tidak berhasil,

sedangkan  upaya  mediasi  sebagaimana  yang  diamanatkan  Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan tidak dapat  dilaksanakan karena ketidak hadiran  Termohon,

sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  ketentuan  Pasal  130  HIR
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juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  dan

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  telah terpenuhi ;

Menimbang,  sebelum  mempertimbangkan  pokok  permasalahan

rumah tangga  Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu

akan  mempertimbangkan  tentang  kedudukan  (legal  standing)  Pemohon

dan  Termohon,  apakah  merupakan  pihak  yang  berkepentingan  dalam

perkara ini ; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  alat  bukti  surat

berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti  P.1) dan fotokopi Kutipan

Akta  Nikah  (bukti  P.2),  yang  menurut  penilaian  Majelis  Hakim alat  bukti

tersebut merupakan akta autentik  dan telah memenuhi  syarat  formil  dan

materiil  alat  bukti  sebagaimana Pasal  165 HIR jo Pasal  1867 dan Pasal

1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13

Tahun  1985  tentang  Bea  Meterai,  dan  berdasarkan  alat  bukti  tersebut

terbukti  bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  merupakan  pihak  yang

berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang

sah  sejak  tanggal  17  Desember  1995  dan  Pemohon dengan  Termohon

belum pernah bercerai  di  Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal  49

dan  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama

Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan

mempertimbangkan mengenai alasan pokok Pemohon yang menyatakan

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis,

namun  sejak  Tahun  2019  mulai  tidak  rukun  karena  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  ...,  yang

puncaknya sejak Januari 2020 Pemohon dengan Termohon pisah rumah,
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Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak

suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Pemohon berketetapan hati akan

bercerai dengan  Termohon; 

Menimbang,  bahwa  alasan  perceraian  yang  didalilkan  oleh

Pemohon dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam

alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal  39 ayat  2 huruf  f  Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo  Pasal  19  huruf  f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam,  yaitu  antara  Pemohon  dan  Termohon  sebagai  suami-istri

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  tidak  pernah  datang

menghadap  di  persidangan,  patut  dapat  diduga  Termohon  secara  tidak

langsung  telah  mengakui  dalil-dalil  gugatan  Pemohon,  namun  karena

perkara  perceraian ini  merupakan hukum acara  perdata bersifat  khusus,

maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan

kepada  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  dengan

mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

isteri tersebut; 

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan

2  (dua)  orang  saksi  yang  bernama  :  Ahmad  Dimiyati  bin  Karjan dan

Muhamad Winandar bin Abdul  Gani (masing-masing adalah ...  dan ...

Pemohon),  yang  keduanya  telah  memberikan  keterangan  sebagaimana

yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan

keterangannya  satu  persatu  di  bawah  sumpahnya,  pada  pokoknya  satu

sama lain  saling  bersesuaian serta  menguatkan dalil-dalil  yang diajukan

Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para

saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur
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dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut

dijadikan bukti  dalam perkara ini  dan Pemohon dipandang telah mampu

membuktikan dalil-dalil  gugatannya; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon  dan  bukti

yang  diajukan  Pemohon baik  surat  maupun  Saksi,  Majelis  Hakim dapat

menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri,

rumah tangga  Pemohon  dan  Termohon  semula  rukun  akan  tetapi  sejak

Tahun  2019  sudah  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  yang

disebabkan karena ..., yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan

Termohon pisah rumah sejak Januari 2020, Termohon pergi meninggalkan

kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga

tetapi  tidak  berhasil  sehingga  Para  Saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi

merukunkan; 

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta

hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Tahun

2019 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus-menerus  sedemikian  rupa  sifatnya,  sehingga  menyebabkan  telah

terjadi  pisah  rumah  sejak  Januari  2020,  Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon  sedangkan  usaha  untuk  merukunkan  kembali  mereka  telah

dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit disatukan

kembali  untuk  menjadi  rumah  tangga  sakinah,  mawaddah  warahmah,

sehingga  tujuan  perkawinan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3

Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  dapat  diwujudkan  oleh  Pemohon  dan

Termohon,  sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk

tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal

kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh

yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :
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Artinya  :  “Menolak  kerusakan  harus  didahulukan  daripada  menarik

kemaslahatan “ 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  mengemukakan  doktrin

hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh

As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis

Hakim, yaitu :

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon (isteri) atau  Termohon telah memberikan pengakuan,
sedangkan  hal-hal  yang  menjadi   gugatan   Pemohon  yaitu
ketidakmampuan  kedua  belah  pihak  untuk  hidup  bersama
sebagai  suami  isteri  dan  Hakim  tidak  berhasil  mendamaikan
keduanya,  maka  Hakim  boleh  memutuskan  dengan  talak  satu
ba'in“

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo  Majelis  Hakim  telah

mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan  Pemohon

sekaligus  sebagai  Saksi,  sehingga maksud ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah  Nomor 9  Tahun 1975 telah terpenuhi; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  alasan  perceraian  yang

diajukan  oleh   Pemohon  telah  memenuhi  alasan  hukum yang  kuat  dan

persyaratan  sebagaimana  dikehendaki  oleh  Pasal  39  ayat  2  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf  f  Peraturan Pemerintah

Nomor   9  Tahun 1975 dan Pasal  116 huruf   f  Kompilasi  Hukum Islam,

karenanya  Majelis  Hakim merujuk  Pasal  119  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum

Islam dapat mengabulkan petitum  gugatan Pemohon dengan menetapkan
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perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak

satu Ba'in Shughra  Termohon kepada  Pemohon;  

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  masuk  dalam bidang  perkawinan,

maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada

Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5); 

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan

serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Tigaraksa; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh

satu ribu rupiah); 

Demikian  Putusan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

Hakim pada hari  Selasa tanggal  15 September 2020 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  27 Muharram 1442 Hijriah oleh kami  Drs. H. HUDAIBI.,

Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, dan

Drs.  ASLI  NASUTION,  M.E.Sy,  sebagai  Hakim-hakim  Anggota.  Putusan

tersebut  pada  hari  itu  juga  dibacakan  dalam persidangan  terbuka  untuk

umum  oleh  Ketua  Majelis  dan  didampingi  oleh  Hakim-Hakim  Anggota

tersebut  dibantu  oleh  YASMITA,  S.Ag.,  S.Pd.I.,  M.H. sebagai  Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.; 

Hal.12 dari  12  hal. Put. No : 4306/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H Drs. H. HUDAIBI   

Hakim Anggota,

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

Panitera Pengganti

 YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H..

Perincian biaya :
 Pendaftaran : Rp 30.000,00
 ATK Perkara : Rp 75.000,00
 Panggilan : Rp 400.000,00
 PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 Redaksi : Rp 10.000,00
 Meterai : Rp                       6.000,00  

J u m l a h : Rp 541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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